BAB IV
ANALISISTERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN
HIBAH YANG MELEBIHI /Y3 DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM

DI DESA BENGKAL KEC. KRANGGAN KAB. TEMANGGUNG

A.Analisis Terhadap Bentuk Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang
Melebihi 1/3 dari Ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec.
Kranggan Kab. Temanggung.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam carakumemperoleh
kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, pdraalisitau konflik yang
sedang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa @dggpalilakukan oleh kedua
belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh oraig &tau pihak ketiga yang
bersifat netral dan sebagainya.

Dalam pemberian hibah disini, pihak yang mendapatkarta hibah
yaitu, pihak cucu, anak kandung, anak tiri dan aaagkat. Dalam hal ini
pihak yang diberi hibah menuntut keadilan dan peesan hak kepada pihak
penghibah dalam hal pemberian. Sebagaimana dallnyatay diriwayatkan
dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

¢ %6, 4T 2 FZ % as . 0% oT gt LN e 2K yet <o 8.
Z,LZ..M.S‘ f",.l.,a_d' 5 M R jjj 4/\1.1/2&5‘ 8] rf;}!j\ w_)b;.w

Artinya :” Samakanlah diantara anak-anak kaliaraiapemberian. Seandainya
aku hendak melebihkan seseorang, tentulah akukkstibnak-anak
perempuan®

! A Hasan dkk,Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah AgarBandung: PT C.V
Diponegoro, Cet.VI, 1982, him 693
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Pada dasarnya proses yang ditempuh oleh para yémakbersengketa

adalah diluar pengadilan (kekeluargaan). Caraebagai suatu kebiasaan yang

bersifat informal (hukum adat setempat) dan diapgegtatif lebih mudah dan

cepat. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat Bédgkam menyelesaikan

konflik keluarga biasanya menggunakan pendekatéiadap para pihak yang

bersengketa dengan jalan musyawarah. Hal ini barbéenhgan proses

pengadilan umum biasanya masyarakat menganggapabatosesnya sangat

menyita waktu, mahal dan membangkitkan pertimbarygag mendalarh.

Kasus Hibah dan Bentuk penyelesaian sengketa ydegumlh oleh

para pihak yaitu, antara lain :

a.

Hibah dari Seorang Kakek kepada Cucu

Kasus gugatan hibah dari kakek (Salinkepada cucunya (Abdul
Aziz),seperti yang telah diterangkan sebelumnyawaapenerima (cucu)
telah mendapat 0,185 ha, kala itu digugat olehhssddu ahli waris dengan
alasan pemberian itu tidak didahului dengan muskaw&eluarga dan
tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan adanyaipdahan harta hibah
dari kakek kepada cucunya.

Kemudian masalah saksi sebagai peraglaatya pemberian hibah,
sebenarnya telah dilakukan oleh ahli waris serd#rigan menunjuk dua
orang tetangga (Bapak Hadi dan Bapak Supeno). Naman pihak
penghibah hanya sendirian dalam menyetujui pemberiarsebut,

sedangkan dua orang saksi lainnya hanya diam datinidak dimintai

2010

2 Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, K&psa Bengkal, Bengkal 29 Mei
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persetujuan. Walaupun demikian hal ini tidak dapa¢mpengaruhi
keabsahan hibah itu sendiri. Dalam Kompilasi Huklstlam pasal 210
menerangkan bahwa pemberian hibah harus dihadapamrdng saksi.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

Jooobgoogbdo Jooobgoogbgo oo
Joouoogougbg  gbubobgbuougoy  ougbdood
Joougbtobg oo ougbgo

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebaiag
yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, nda
(anganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim.”(QS.Al-Bagarah:188)

Kemudian pandangan ahli waris yangoé&edapat bahwa harta
hibah sebagai balas budi tersebut merupakan pesnbérbah selama
penerima hibah mengurusi pemberian hibah itu sebaia dan benar.
Maka hal ini bukanlah ukuran yang baku dalam perabdiibah.

Sebenarnya pemberian hibah dapat miemlanhubungan yang
sangat erat tali persaudaraan diantara keluargighsterealisir hal ini
dapat terbukti dengan secara harmonis yang teghlén bertahun-tahun
dan tiada tanda-tanda keretakan keluarga. Dalanmgsalahan ini
bukanlah bertumpu pada masalah hibah akan tetdpi kandisi ekonomi
yang sedang dialami oleh salah ahli waris dan meyguwvatak atau sifat
penggugat yang kurang terpuiji.

Bentuk penyelesaian yang dilakukarh gddhak penggugat adalah

dengan cara sepihak, dengan memaksa pihak pendrinadn untuk

% Kompilasi Hukum Islam di IndonesiBepartemen Agama RI, Jakarta: 2004, him.208
* Departemen Agama RIAI-Quran dan Terjemahannyalakarta : Bumi Restu, 1974,
him 46
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mengembalikan harta tersebut. Hal ini sangatlaheb&mgan dengan
prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelakaanaibah yaitu, salah

satunya prinsip musyawarah. Sebagaimana firmarmAlla

O o00ouooo oo obuoooooobood
Artinya : “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusah itu
(QS. Al-Imron, 159)

Dalam pelaksanaan perintah musyawarah ini, Nablals
bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya hinggdamasssalah yang
berhubungan dengan masalah rumah tafigga.

b. Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Kandung

Kasus pemberian hibah yang dialami Bapatkisno (anak bungsu),
hibah tersebut berupa rumah induk yang sampai aeganasih ditempati.
Seperti kebiasaan masyarakat Dusun Bolang, biasang& yang baru
menikah mendapatkan modal usaha, baik berupa uangh, tanah. Disini
anak bungsulah yang mendapatkan rumah induk disgngabagai bekal
hidup seperti yang dihibahkan kepada anak-anakyany telah berumah
tangga. Melihat permasalahan di atas seharusnyarhityngkan jerih
payah anak bungsu selama merawat orang tua daanjahgdipandang
tidak professional, artinya rumah induk yang sek@rditempati pemberi
hibah diperhitungkan sebagai harta warisan. Dalttof inilah menjadi

nilai lebih yang mana rumah tersebut sangatlahklaliberikan kepada

Sutrisno dari pada saudara-saudara lainnya.

® |bid,him 103
® Wahbah az-Zuhayly[a’lim al-Muta’alim Fil Bayan al-Tariq al-Ta'limBandung: PT al-
Ma'arif , t,th.him 14
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Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh para kpilyang
bersengketa adalah dengan cara musyawarah keluaeg@ui proses
negosiasi. Dalam musyawarah tersebut para pihakiapatkan bagiannya
masing-masing sesuai dengan ketentuan Hukum WHalkini haruslah
sesuai dengan prinsip keadilan/persamaan. Karenkebimean atau
melakukan perbedaan pemberian hibah antara anaksgdn dengan yang
lain merupakan sesuatu yang sangat sensitif uniulbutnya suatu
perseteruan dan dapat mengancam keutuhan keluarga.

Prinsip keadilan dalam pemberian hibah yang draap dalam
agama, juga dapat menjaga keutuhan keluarga sereya hubungan

silaturrahmi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

oooogon oo Jouooooogot []
O ooouoogouoot

Artinya: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepad&awa
(QS Al- Maidah 8).
c. Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Tiri
Dalam kasus ini ada empat point yang harus miagr dan
diperhatikan karena dalam hal ini berkaitan dertgakum Islam, yaitu:
1. Pengakuan dari anak tiri bahwa harta tersebogritan kepadanya
karena kedekatan, perhatian orang tua tirinya.

2. Dalam pengakuan anak tersebut, anak tiri selggarima hibah tidak

mendatangkan saksi.

" Departemen Agama RQp.Cit,him 109
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3. Harta yang dihibahkan adalah keseluruhan haateg ydimiliki oleh
penghibah (Bapak Jhumari). Dan kalaupun pengakesehut dapat
dibuktikan, maka seluruh harta pemberian tidak tapbenarkan,
karena pemberian hibah maksimal adalah 1/3 daellkesan harta
penghibah. Dan hal ini bertentangan dengan prikegdilan karena
orang tua tiri tersebut masih mempunyai anak kagdgang berhak
pula menerima hibabh.

4. Pemberian hibah tersebut dilakukan pada saabererhibah dalam
keadaan sakit yang membawa kemafian.

Bentuk penyelesaian sengketa yama@kukan oleh para pihak
yaitu, dengan cara Mediasi melalui Lembaga Musyalwabesa
(LMD).° Mediasi adalah sebagai upaya penyelesaian sengketa
pihak dengan kesepakatan bersama melslediator yang bersifat
netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpudgn para pihak,
tetapi sebagai penunjang fasilitator untuk terlaksega dialog antara
pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran damn pekdapat untuk
tercapainya mufakaf. Mediator berfungsi untuk menginterpretasikan
pikiran dan kekhawatiran pertukaran informasi antgrihak dan
memperkecil masalah. Semua ini tergantung juga fdaskar dan

kompleksnya masalah dan kapasitas kemampuan metliato

8 wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Ké&mesa Bengkal, tanggal 29 Mei
2010

? Ibid,

19 sysanti Adi NugrohoMediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkétkarta:
PT.Telaga limu Indonesia,2009.Cet.l. him 25

" Ibid, him.43
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Jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan masgalabhdalah
lewat musyawarah Desa yang mana menghasilkan lsgputbhahwa
bagian harta yang diterima oleh anak tiri adaldakikurang dari 1/3
bagian dari seluruh harta kekayaan almarhum. Sé&dangihak ahli
waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketedtuam Waris->

d. Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Angkat

Kasus pemberian hibah dari orang tua kepada amajkat,
persoalannya sama dengan yang dijelaskan di atats, Ynemberikan
harta kekayaan seluruhnya. Untuk mengatasi perateaaltersebut,
para pihak yang bersengketa membawa masalah terskbam
musyawarah keluarga atau melalui musyawarah Desa.

- Pemberian hibah yang dilakukan oleh Bapak Suyitth@ladn sepihak
dan dalam hal ini mengakibatkan konflik antara aaagkat dengan
saudara penghibah sendiri. Untuk menyelesaikanlatasarsebut para
pihak melakukan musyawarah keluarga maupun membzagalah ini
melalui jalur musyawarah Desa. Dari hasil musyatvaggara pihak
melakukan negosiasi atau proses tawar menawark Rihak angkat
disini mendapatkan bagiannya tidak kurang daribB@an dari seluruh
harta kekayaan almarhum Bapak Suyitno. Sedangkadasa dari
almarhum mendapatkan bagiannya sesuai dengan tatehtukum

Waris®® Mengingat bahwa pemberian hibah yang dilakukarh ole

12\wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, K&esa Bengkal, tanggal 29 Mei
2010
3 bid,
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penghibah sendiri, maka dalam hal ini tidak dapaaltkan. Karena

menyalahi prinsip Keadilan dan persamaan. FirmaahASWT:

Joouoogbuobg gbgbouoby gogh gbhuouobouood
HRN

Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepatikwa”
(QS. Al-Maidah:8¥*

Menurut Hukum Waris Islam ahli waris yang saudasmdung dari
almarhum tersebut mendaethobahdan oleh Karena itu ada saudara
yang menghijabnya juga tidak ada kakek, maka saulkandunglah
yang berhak mendapat keseluruhan harta yang tikeyg=l

- Penghibahan yang dilakukan sebelumnya oleh BapaloFaumarno
yaitu, tidak begitu memperhitungkan seberapa besarg harus
diberikan kepada anak angkat karena adanya rase lbaldi. Dan
akhirnya pada tahun 2003 terjadilah percekcokaararnak angkat
dengan anak kandung. Yang mana anak kandung dignginginkan
agar harta tersebut ditarik kembali oleh penghil§Bapak Pudjo
Sumarno) dan dibagi secara adil. Pada tanggal 12008 , penarikan
dilakukan oleh penghibah di rumah penerima hibabu (Endang
Prihatin) dengan maksud agar dapat meredam kokdlikarga. Cara
yang ditempuh oleh Bapak Pudjo Sumarno adalah alepitiengan
mengundang kedua belah pihak yang bersengketa unmalkukan

proses negosiasi. Namun sebaliknya, tidak ada kkatgm dari kedua

4 Departemen Agama Rbq.cit, him 109
15 Wawancara denga Bapak Soffan Hadi Santoso, Képesda Bengkal, tanggal 29 Mei
2010
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belah pihak untuk mengakhiri konflik. Dengan santgapaksa Bapak

Pudjo dalam menentukan sikap adalah menarik kerhid@hnya dari

anak angkat dan hibah tersebut tidak dibagikandagégpapun baika

anak angkat maupun anak kanddhg.

Bila ditinjau dari hukum adat setempat secara Ukbudbentuk
penyelesaian sengketa adalah dengan musyawarabrdeelmaupun lewat
lembaga musyawarah desa. Karena pemberian hibaly gabelumnya
melebihi 1/3 kemudian ditarik kembali dan hibahséfut kemudian akan
dibagi secara adil dan masing-masing pihak menkapdtagiannya.

Dalam kaidah ushul figih dikenal istiladd 'urf. Secara bahasa-‘urf
dipahami sebagai suatu yang diketahui, dikenal demggap baik serta
diterima oleh pikiran dan akal sehaurf' ialah sesuatu yang telah sering
dikenal dan dikenal oleh manusia dan telah menjelisinya pada suatu
daerah, baik berupa ucapan atau perbuatannya danhat meninggalkan
sesuatu juga disebut adat.

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaaartara urf dan adat,
maka urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling ggiag manusia
tentang jual beli dengan pelaksanaan tasighotyang diucapkan. Sedangyf
yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerika tentang kemutlakan
lafal al-walad atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan gajeg
mengerti mereka agar tidak mengitlakkan laflalahm yang bermakna daging

atas al-jamak yang bermakna ikan tawar. Jadi adalah terdiri dari saling

6 Wwawancara dengan Bapak Pudjo Sumarno, Kepala Besgkal,tanggal 13 Agustus
2009
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pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mekskanumannya dan
kekhususannyd.

‘Urf menurut penyelidikan adalah bukan dalil syara’ gyagrsendiri.
Pada umumnya ia adalah termasuk memeliha@slahah sebagaimana
dipelihara dalam pembentukan hukn.

Bentuk penyelesaian sengketa pemberian hibahuttidakberdasarkan
pengertian dari para pihak penghibah, penerimahhibaupun ahli waris.
Oleh karena itu dalam menentukan kapan penyelegdatzh, pelaksanaan
dalam penarikan hibah dilakukan, para pelaku yangat didalamnya tidak
dapat menjelaskan secara pasti. Para pelaku haeggeivutkan berdasarkan
perkiraan saja’

Di dalam hukum Islam sebagai salah satu dari rukbah, penghibah
disyaratkan:

1. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.

2. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.

3. Pemberi hibah adalah orang dewasa (baligh).

4. Pemberi hibah tidak karena dipaksa, sebab akad miEnsyaratkan
keridhaart?

Adapun syarat penerima hibah dalam hukum Islarmadiri{ada) pada

saat pemberian hibah, apabila ada atau diperkira#lanmisalnya janin, maka

7 Abdul Wahab Khallaf,Kaidah-kaidah Hukum Islamllmu Ushul Figh, Jakarta:
Rajawali Press, 1991, him. 133-134.

'®Ibid., him. 137.

9 Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kdpesa Bengkal, Bengkal 29
Mei 2010

% Sayyid SabigFigh Sunnaht, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet.|, hB7-4B8.
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hibah tersebut tidak sah. Namun apabila penerinteahhiada pada saat
pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, ntakah tersebut diambil oleh
walinya, pemeliharanya, atau pendidiknya sekaliiarorang asing*

Dengan demikian karena bentuk penyelesaian sengjeztda hibah
dan kadar benda yang dihibahkan tidak bertentadgagan syarat-syarat di
atas maka dapat diterima oleh hukum Islam. Di &k dijelaskan bahwa
dalam Islam hibah menjadi sah apabila ada ijabylkaddén gabad.

Menurut Chuzaimah T.Yango dan Hafiz Anshary, pemge ijab
dalam hukum Islam yaitu penghibah mengucapk3aya berikan ini kepada
engkau”, kabul yaitu penerima hibah mengucapkargy& terimd. Qabad
yaitu serah terima.

Sighathibah hendaknya perkataan yang mengandung peargéibah
dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan.k@brdyaratan adanya
ketegasan ijab dan kabul kenyataannya tidak dis¢pakeh ulama-ulama
mujtahid. Sebagian besar ulama yang beraliran fgdfi'iyah dan Malikiyah
mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untriegaskan ijab dan
kabul bagi keabsahan hib&hMenurut mereka, orang yang menghibahkan
harus secara tegas mengatakan ijab atau pembeaiaBegitu pula yang
menerima hibah harus secara tegas pula mengatadagard lisan atas
pemberiannya. Keharusan adanya penegasan hibaardisen dimaksudkan
agar secara jelas apa yang diberikan itu adalashhitan dilakukan dengan

kehendak sendiri secara rela.

21 i
Ibid.
22 Yurisrudensi (Peradilan Agama) dan Analisa, Yagas&tHikmah dan Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemaméaglakarta: 1995, him. 672.
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Dengan adanya ketegasan hibah itu, baru berlakinyzagegala
hukum hibah. Adanya keharusan ketegasan penerii@agan lisan, agar
secara pasti diketahui keadaan penerim&hedangkarHukum Perjanjian
Dalam Islam karangan Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis,
menerangkan bahwa sebagian kalangan Hanafiyahriapat ijab saja sudah
cukup tanpa harus diikuti dengan kabul, dengan gtedn lain hanya
berbentuk pernyataan sepihak. Untuk keabsahan tidak mesti adanya
ketegasan ijab dan kabul secara lisan. Menurwralimi hibah dianggap sah,
sekalipun dengan tindakan-tindakan yang biasa dipahmenunjukkan
adanya pemberiaif. Dan itulah yang paling shahih. Alasan pendapat
Hanafiyah adalah dalam sebuah hadits diceritakmw®aRasulullah berkata
pada Abdullah ibnu UmarJdakukanlah sesuka hatimu terhadap keleddl, itu
dengan maksud menghibahkan kepada Umar. Dalam tersebut Rasulullah
tidak secara tegas dengan lisan melafalkan ijahhhdan begitu pula dengan
Ibnu Umar yang tidak secara tegas dengan lisan nnesehibah dari
Rasulullah.

Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasidietsifat terbuka
atau tertulis sendiri sebagaimana pasal 931 KUIdd&ar Tetapi jika mungkin
hal itu dapat dilaksanakan. Namun yang bisa beréalalah menurut hukum
adat setempat, yang mana cukup diucapkan di hadsfparanak-anak atau

anggota keluarga dekat lainnya. Kemudian hendakmyperhatikan

2 Satria Effendi M.ZeinProblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Asisl
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliy@dkarta: Prenada Media, 2004, cet. I, him. 475.

24 Satria Effendi, M. Zeinop.cit.

% Sayyid Sabigep.cit, him. 170.
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sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 23 éggu$€t60 No. 225
K/SIP/1960 bahwa hibah itu tidak memerlukan pejsatu ahli waris dan
hibah itu tidak mengakibatkan ahli waris dari shgleibah, sedangkan hibah
wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris dampshghibalf®

Jika ditinjau dari segi yuridis formal dalam hai iKUH Perdata,
dalam pasal 1682 ditegaskan bahwa “Tiada suatuhhikacuali yang
disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancamal dhiédkukan selainnya
dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpeh obtaris itu”. Dari pasal
tersebut terlihat bahwa untuk penghibahan bendabtaigerak ditetapkan
suatu formalitas dalam bentuk akta notafis.

Berkaitan dengan pembagianf yang telah penulis sampaikan di atas,
transaksi hibah yang ada di Desa Bengkal adalamaserk urf yang bersifat
perbuatan. Sebagaimana kaidah ushul figih yangubgib

S22 5l

Artinya: “Adat adalah sebagai hukum”

Menurut penulis bentuk penyelesaian yang dilakubl@h mayarakat
Bengkal adalah dengan cara musyawarah termasul kebtasaan. Hal ini
bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik yarerkepanjangan dan adat
termasuk suatu ketetapan hukum yang dibuat olelyarasat itu sendiri.

Sedangkan untuk pemindahan hak milik dengan cargylpbahan
dalam hal ini benda tidak bergerak (tanah) lebiik b@engikuti pasal 1682

KUH Perdata, yaitu harus disertai dengan akta ikteldarena dengan adanya

% Hilman Hadikusumatiukum Waris AdaBandung: Alumni, 1983, him. 69.
?’R. SubektiAneka PerjanjianBandung: PT. Citra Aditsya Bhakti, 1995, him. 102
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akta otentik atau bukti tertulis yang sah maka tlapancegah timbulnya
konflik antara para ahli waris dengan si penerinbaln Jika hibah tanpa akta
otentik akan menimbulkan kesan bahwa transaksihifoadilakukan secara
gelap. Sebaliknya dengan akta otentik, maka untaksparansi menjadi
tampak. Hal ini akan menguntungkan kedua belahkpya#u pemberi hibah

dan penerima hibah, juga dapat menguntungkan Ibdigvaris lainnya dalam

konteks dengan terpeliharanya hubungan harmorasaapara pihak.

Penerima hibah juga menjadi tahu tentang seberamgak dan
seberapa besar hak-haknya. Kenyataannya memarlg jiceng peristiwa
gugat menggugat di pengadilan sebagai akibat adsaigh satu pihak merasa
diperlakukan secara tidak adil dan dicurangi sefangeringkali konflik
tersebut berlanjut hingga kepada anak cucu.

Bertumpu pada alasan di atas, penulis berpendeagaweb Bentuk
penyelesaian sengketa haruslah sesuai dan peskukiin karena dalam hal
pemberian yang melebihi 1/3, masih ada ahli wadsgyharus dihormati
haknya. Sedangkan mengenai harta otentik merupakbagai salah satu
syarat penghibahan benda tidak bergerak menjadir yag sangat penting
dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dé@atitu sendiri. Karena
akta otentik (alat bukti surat) merupakan alat bpkttama dan lebih utama.
Dikatakan pertama oleh karena (alat bukti suraaylgsinya disebut pertama
dibandingkan alat bukti lainnya, sedangkan dikatakéama karena pada

asasnya di dalam perkara perdata, yang dicari fladtelaenaran formal, maka
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alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan aldttibypng sengaja dibuat

untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembukteanai

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa
Pemberian Hibah yang Melebihi 1/3 dari Ketentuan Hukum Islam di Desa
Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung

Dalam penyelesaian sengketa yang ada di Desa Bepegkaberi hibah
menarik kembali hibahnya baik dari cucu, anak kagdwanak tiri dan anak
angkat. Di dalam penarikan hibah itu sendiri bednjuntuk meredam konflik
antara keduanya. Menurut hukum Islam menarik kerdgdtu hibah yang
telah diberikan kepada orang lain tidak dibenarilaaram), kecuali hibah
orangtua terhadap anak-anaknya. Karena sesungguesgorang itu ikut
memiliki harta anaknya, karena itu dia boleh, mattan padanya, baik dengan
seizin anak atau tidak. Dan dibolehkan juga dia pergunakan
(membelanjakan) harta anaknya selama tidak bores tiak seenaknya
sendiri.

Untuk penarikan hibah, menurut As-Sayyid Sabiq katalruju’ di
dalam hibah hukumnya adalah haram, walaupun dalamarixan hibah
dilakukan kepada saudara atau suami, istri kechiblah seorang bapak

(orangtua) kepada anaknya. Hal ini sesuai dengaitdHsabi:
VI L o ¢ e o ) 12106 25 les ool e Gl o0
(9\.%...5‘) L;J\.Aj'\.“) ol>-Le 9 J}\Jﬁj o\))) o.U) dh"'" Logd

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dan lbnu Umar r.a, “Seorang tidakihalalkan
menarik lagi pemberian yang telah diberikan, kecogngtua yang
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menarik kembali sesuatu yang telah diberikan kepadaknya”
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Turmudzi dan Nps&
Di dalam segi pemecahan kasus hibah yang terjafieda Bengkal,
menurut Hukum Islam, yaitu:
- Hibah dari Kakek Kepada cucu
Penyelesaian kasus hibah yang dilakukan sepitedk penggugat
dengan menekan penerima hibah agar menyerahkam Hibaethnya adalah
tidak dibenarkan oleh syari’at islam. Hal ini sasdangan firman Allah

SWT:

Joogbgougbgo Jouoogoooogo oo

Jooooouoogon Jogougodo
oot Joogof Jouoouoouoot
Jooooobooogod Jouoouoouoot

Jouooobtd gougbgotbd booud buoogbgo
Jodouobuoud gogbdobgn gbdougodd

Jooog
Artinya :"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta seb&an
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathénd
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kephdkim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada bartda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahamu
mengetahui.{QS. Al-Bagarah: 188}

Oleh karena harta hibah diserahkan secara palae penerima
berhak menggugat kembali harta hibahnya yang dgdeengan cara yang

sah dan benar, agar dikembalikan kepadanya dengamumukkan alat

bukti yang menguatkan atau bukti otentik.

% A Hasan, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah AganBgndung: PT. c.v.
Diponegoro, 1982,Cet IV.him 691.

? Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahnyalakarta :Bumi Restu , 1974, him 46
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- Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Kandung
Seperti yang dijelaskan di depan, penyelesaiasalala hibah yang
dialami oleh Bapak Sutrisno sebagai anak bungstu ydéngan cara
musyawarah keluarga dengan mendatangkan ulam sebaksi ahli.
Menurut pandangan Syari'at Hukum Islam adalah damdgal karena
didalam Syari’at Hukum Islam bertujuan untuk kerahatan dunia akhirat.
Dan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masal@ahgan cara

musyawarah, dalam hal ini secara tegas dunyatadamdAl-Qur’an:

0 0o00oodobo oo obuooougoooo

Artinya: "Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusad’ itu

(QS. Al-Imran :159%°

- Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Tiri

Penyelesaian dalam kasus ini, proses penghibaiaabut tidak
dibenarkan. Adapun cara yang ditempuh oleh masiagjirg pihak dengan
cara melalui musyawarah keluarga dengan mediatmmagesa, menurut
Hukum Islam yaitu karena dalam musyawarah hak rgasiasing pihak
yang berperkara akan dapat dipenuhi dengan catpsgraik-baiknya tidak
ada perampasan hak antara satu pihak dengan p#vad kgin. Perlu
ditambahkan disini adalah perlu mendatangkan ulaksena ulama
mengetahui tentang syari’at islam. Dengan catalamai tersebut haruslah

bersifat obyektif. Dalam Firman Allah SWT:

%0 bid, him 103
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000 000000&«00 000000 0000ogoooogo O
o oboouoogouo gob boouood

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pahgan
jika kamu tidak mengetalyj QS. An Nahl: 43}
- Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Angkat
Permasalahan disini anak angkat menguasai sélurarta orang
tua angkatnya dengan cara hibah. Menurut Hukummislgalau hibah

tersebut terjadi pada anak angkat adalah tidak ndiksan. Karena

bertentangan dengan asas keadilan. Firman Allah:

Jouoogon oo Jouuouoougot []
U ooouougouous

Artinya:” Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepadawd.
( QS Al-Maidah:85
Batas harta yang boleh dihibahkan hanya 1/3 kieseluruhan
harta orang tua angkatnya. Dan apabila tidak ada &kbah, sementara
orang tua angkatnya mempunyai ahli waris maka arajkatnya dapat
mengambil yang ssuai dengan bagiannya.
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa odategn telah
melarang adanya penarikan terhadap sesuatu yamgdiblerikan.
Sedangkan pada pasal 212 KHI telah disebutkan bdfibah tidak
dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua tedpadnaknya.

Dalam pasal KUH Perdata pasal 1666 juga dijelaskaahwa

pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali.

%1 |bid, him 408
%2 |bid, him109
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Namun demikian hukum Islam membolehkan menarik kantbbah,
penarikan hibah dapat sah terjadi karena dua hal.

Pertama yaitu hibah orangtua terhadap anaknyahHiteng tua dapat
ditarik kembali, karena anak berikut harta kekayadalah milik orangtu®
Diperbolehkan seseorang menarik kembali dalam lkeadamana penghibah
menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balatam hbahnya.
Sedangkan orang yang diberi hibah (penerima hibel)n membalasnya.

Kedua, hibah itu tidak sah. Apabila dikembalikarpdea definisinya
syarat adalah hal yang wujudnya hukum tergantudgmga, dan tidak adanya
hal tersebut menyebabkan tidak adanya hukum, tetajoid hal tersebut tidak
tentu mengharuskan adanya hukum. Sehingga dapetadik bahwa kurang
terpenuhinya syarat hibah dapat mengakibatkanrnyatddukum hibah.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah iak tignengikat.
Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja menaitlaiimya. Alasan yang

mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw:

Flllgr lsgs Bns oy o 1B oo B gy o8 ) oo f Lo ol

Artinya: “Barangsiapa hendak memberi suatu hibah, maka dé lberhak
terhadapnya (harta hibah) selama ia belum dibafas

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-haj yaanghalangi

penarikan kembali hibah tersebut, yaitu:

% Abu Bakar Jabir el-JazairRola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu’amalah alih
bahasa oleh Rahmat Djatmiko dan Ahmad Sumpenal, @andung: Remaja Rosdakatya, 1991,
him. 157.

% Sayyid SabigFigih Sunnah 18andung : PT. Al-Ma’Arif, 1987, him 183.
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. Apabila penerima hibah telah memberi imbalan h@rtaang kepada
pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, &ardangan
diterimanya imbalan harta / uang itu oleh pembéralh, maka tujuannya
jelas adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Dalasd&an seperti ini
hibah tidak dapat ditarik kembali.

. Jika imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifatrtaha seperti

mengharapkan pahala dari Allah SWT, untuk memperaitaturahmi,

tanda sayang dan hibah dalam rangka memperbaikinigaln suami istri,
maka dalam kasus hibah ini, menurut ulama Hanatigak boleh ditarik.

. Harta yang dihibahkan telah dipindahtangankan pmaehibah melalui
cara apapun, seperti menjual, diberikan atau difkakamaka hibah
tersebut tidak dapat ditarik kembali.

. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Agpg@nerima hibah
atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak bolé&dridikembali.

. Rusak atau hilangnya harta yang dihibahkan disebabkarena
pemanfaatannya, maka hibah tidak boleh ditarik.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa qeaal 1666

KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Skipun demikian

dijelaskan dalam KUH Perdata, hibah dapat ditagknkali dalam keadaan

tertentu.

Meskipun suatu harta penghibahan dalam pasal 1668 Rerdata,

sebagaimana halnya suatu perjanjian pada umumidak tlapat ditarik

kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari paveén. Namun undang-
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undang memberikan kemungkinan bagi penghibah umialam hal-hal

tertentu menarik kembali hibahnya yang telah diaerikepada seseorang.

Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 beruga tial:

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan npemghibahan telah
dilakukan; dengan “syarat” di sini dimaksudkan “aeb

2. Jika si penerima hibah telah bersalah; melakukaau ahembantu
melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jimaeaghibah, atau
suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

3. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepagarsjhibah, setelah
orang ini jatuh dalam kemiskin&n.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberian hibah dap#t ditarik
kembali. Karena perumpamaan dari orang yang menamRbali hibahnya
adalah bagaikan anjing yang memakan kembali munitglaa Namun
demikian hibah dapat ditarik kembali apabila hib@tsebut adalah hibah dari
orangtuanya kepada anaknya atau hibahnya tidak sah.

Seperti dalam hadits riwayat Ibnu Abbas r.a:
(Sl Jjb}gf T RERETEY (‘: s A ;,.lg\fm SRt

Artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya sama sepeifjingrnyang
menijilat kembali muntahannyéDari Abu Daud dan An-Nasa'i}®

Berlandaskan pada permasalahan diatas menurutigpeangatlah perlu
diadakan penyelesaian karena ada hak ahli warig flarus dihormati dan

penyelesaian tersebut haruslah sesuai dengan kateidtikum Islam.

% R. SubektiAneka PerjanjianBandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995, him. 102.
% Syaikh Dawud bin Abdullah Fathorfipru’ul Masail, Juz 11, him. 124



